
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

 Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, 

perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Peraturan Bupati Bandung Barat yang mengatur tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai 

tindak lanjut ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku sehingga perlu diganti. berdasarkan 

pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Daerah. 

 Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat 

Nomor 9 Tahun 2016. 

 Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat. 

Mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Sekretariat Daerah, 

Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Pendididkan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong 

Praja,  Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas 

Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perikanan dan Peternakan, 

Dinas Arsip dan Perpustakaan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan 



Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Kecamatan. 

 Catatan:  

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021 dan ditetapkan di Bandung Barat 

pada tanggal 28 Desember 2021. Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 62. 


